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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yth. Sdr. Pimpinan dan Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Swt,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat
melaksanakan Rapat Gabungan Komisi dalam rangka Penyampaian Laporan dah
Penyamaan iPersepsi Hasil Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah. *

i
Shalawat beriring salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat-Nya dari alam

kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengatahun sebagaimana yang kita
rasakan saat ini. E

i
i

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan dan rekani-
rekan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari
Komisi IV untuk melakukan pembahasan, pengayaan dan penyempurnaaéw
terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan nama Jamkes
Sumbar SAKATO. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan iniji
perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan, pengayaan darll
penyempurnaan yang telah dilakukan sebagai berikut : ;

A. Pendahuluan }
1. Latar Belakang [i
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewarft
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilariy
Rakyat Daerah, salah satu hak DPRD adalah hak mengajukan suatu Usu;l
~ Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Berkenaan dengan hal
tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam
Komisi 1V, pada tanggal 14 Juni 2011 lalu, mengajukan usul Prakarsaz
terhadap Ranperda Jaminan Kesehatan Daerah. !
Setelah melalui proses kajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi DaeraH
DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi, pembulatan dar{
pemantapan konsepsi, sehingga sampai pada akhirnya ditetapkan menjadi
usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggall
12 Juli 2011, vyang ditetapkan dengan Keputusan DPRD%
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Nomor: 16 / DPRD / 2011 tentang Penetapan Usul Prakarsa terhadap
Jaminan Kesehatan Daerah menjadi prakarsa DPRD Provinsi Sumatera
Barat. Selanjutnya DPRD Sumbar meyerahkan kepada Komisi IV sebagai
leading sector untuk pembahasan, pengayaan dan penyempurnaan
terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO tersebut, karena memang
substansinya sesuai dengan raung lingkup tugas Komisi IV.

. Dasar Hukum

Pembahasan terhadap Ranperda tentang. Jamkes Sumbar SAKATO yang
dilakukan oleh Komisi IV didasari oleh :

a. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Tata Tertib.

b. Keputusan DPRD Nomor: 16/DPRD/2011 tentang Penetapan Usul
Prakarsa terhadap Jaminan Kesehatan Daerah menjadi prakarsa DPRD
Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juli 2011.

c. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/Kep-
Pimp/2011 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan
Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

. Proses Pembahasan

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam Rapat Badan
Musyawarah, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah
Daerah telah melakukan kajian, pembahasan dan pengayaan serta
penyempurnaan terhadap Ranperda Usul Inisiatif tentang Jaminan
Kesehatan Sumbar SAKATO, dengan tahapan-tahapan, sebagai berikut :

a. Melakukan pembahasan pendahuluan.
Untuk mendapatkan gambaran umum terhadap latar belakang dan
substansi dari Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO, Komisi IV
bersama tim asistensi dan Pemerintah Daerah secara intensif ddn
berkelanjutan mengadakan Rapat Kerja Internal pada tanggal 19
September 2011 dan 12 Oktober 2011. Dilanjutkan pada tanggal 20
September 2011, dengan melaksanakan Rapat dengar pendapét
(hearing) bersama Pemerintah Daerah/stake holder terkait:
Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota, Dinas Kesehatan, Biro Hukum,
Kanwil Kemenkumdang, Direktur RSUP M Djamil, Pelaksana Jamkesda
Provinsi Sumbar, dsb.
Dari Rapat-rapat yang dilaksanakan tersebut, Komisi IV dapat
mengetahui secara jelas latar belakang dan materi-materi yang
terkandung dalam Ranperda Jamkes Sumbar SAKATO. Disamping itu,
juga dapat diketahui beberapa materi yang perlu dipertajam dan
dipertegas, diantaranya. |
1) Penyempurnaan terhadap legal drafting Ranperda.



2) Penyempurnaan terhadap materi Ranperda

. Studi Banding dengan DPRD Provinsi Bali dan DPRD DIY. Jogjakarta. |
Untuk mendapatkan gambaran dan masukan terhadap system dan
mekanisme pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah yang
telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya, pada tanggal 10 s.d. 15
Agustus 2011 Komisi IV melakukan Studi Banding ke DPRD Provinsi Bali
dan DPRD DIY. Jogjakarta. Dari studi banding tersebut terdapat
beberapa masukan, diantaranya :

1. Untuk  mengoptimalkan terselenggaranya Jamkesda demi
kepentingan masyarakat, berdasarkan pengalaman Bali dan Jogja,
diperlukan kerjasama/dukungan di setiap level stakeholder, seperti
Gubernur/Bupati/Walikota, DPRD, dsb.

2. Diperlukan dilaksanakannya pembahasan dengan kab/kota {(dalam
bentuk workshop, hearing), yang dimaksudkan untuk menyamakan
persepsi dan semangat pelaksanaan Jamkesda antar Kab/Kota.

3. Karena judul Ranperda terlalu umum, tidak memiliki kekhasan
daerah, diusulkan untuk merubah judul Ranperda. Kemudian
disepakati judul Ranperda menjadi: “Jaminan Kesehatan Sumbar
Sakato”.

4. Mengenai kepesertaan, dipertegas objeknya pada skop, “menjamin
kepada seluruh masyarakat Sumbar yang di identifikasi melalui KTP.

5. Mengidentifikasi lebih lanjut, kepesertaan yang dibagi dalam tiga
tingkat, seperti mandiri, di biayai, dan di subsidi.

6. Penetapan strata pelayanan dilakukan melalui pelayanan dasar
(umum) di kelas 3. Mungkin dapat diakomodir jaminan kesehatan
daerah dengan pelayanan khusus melalui kriteria-kriteria khusus.

7. Dalam materi Ranperda Jamkesda, eksistensi Badan Penyelenggara
tidak perlu dijelaskan terlalu teknis.

8. Terkait dengan Pembiayaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi melakukan kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan cara Sharing pembiayaan
dengan Kab/Kota. Sebagaimana vyang diterapkan Provinsi Bali,
dilakukan berdasarkan perbandingan PAD.

. Konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri Bagian Pengkajian Produk
Hukum Daerah Wilayah Il dan Kementerian Kesehatan Rl serta
PT. Askes.

Selanjutnya untuk mendapatkan tambahan informasi dan masukan
khususnya terkzit dengan aspek hukum dan legal drafting , Komisi IV
melakukan konsiiitasi ke Biro Hukum Depdagri, Kementerian Kesehatan
Rl dan PT. Askes.



1. Dari konsultasi ke Kementerian Kesehatan Rl dan PT. Askes, péda
tanggal 21 s.d. 24 September 2011, terdapat beberapa masukén,
diantaranya:

a Sebagaimana diketahui dalam upaya meningkatkan layanan
kesehatan masyarakat, Pemerintah telah melaksanakan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk PNS, TNI,
Polri, dan BUMN/BUMD telah ada program Askes. Untuk tenaga
kerja sudah ada program Asuransi Tenaga Kerja (Astek), dan
sebagainya. Diharapkan melalui kehadiran perda ini kelak, dapat
menampung masyarakat yang belum mendapat layanan jaminan
kesehatan yang selama ini sudah ada.

b Terkait dengan Badan Penyelenggara yang akan dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO,
karena berpacu dengan kebutuhan masyarakat yang tidak dadat
ditunda terhadap jaminan kesehatan, tidak harus menungigu
dltetapkannya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial yang saat ini masih dalam pembahasan, akan tetap|
dapat saja dilanjutkan dengan cara melakukan kerjasama denggn
Badan Penyelenggara yang berbadan hukum yang sudah ada.

¢ PT Askes menyatakan kesiapan bila, melalui kehadiran Perda ihi,
mempercayakan pengelolaan Jamkes Sumbar SAKATO diberikan
kepada PT Askes, karena lembaga ini dengan dukungan sistim da";n
jaringan yang baik serta pengalaman dalam pelaksanaan Jamkesdé,
vang sudah melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, sejék
Tahun 2007, sebagai Badan Penyelenggara Jamkesda. |

2. Dari konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Departemen Dalah
Negeri terutama ke Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah
Wilayah I, pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2011, terdapat beberapa
masukan, diantaranya': .
a Agar perda ini bisa jalan dan efektif harus didukung dengan bentuk

kerjasama melalui kesepakatan kerjasama dengan
Kabupaten/Kota. |
b Dalam ketentuan sanksi, harus disebutkan secara jelas jenis
pelanggaran terhadap pasal-pasal mana yang akan diberi sankéi,
dan juga menyebutkan bentuk sanksi apa yang diberikan dari
setiap pelanggaran. Ketentuan sanksi harus dijabarkan Iangsun‘gg
pada ayat-ayat di pasal tersebut.
¢ Perlu dipertegas, diktum yang menyebutkan iuran peserta dibayar
oleh Pemerintah Daerah adalah melalui APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.



d Terkait ruang linkup dalam draf Jamkes Sumbar SAKATO
semestinya bunyi ayat yang ditulis berisikan cakupan tentang
sampai sejauh mana bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan
terhadap penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO.

4. Hasil Pembahasan Komisi IV
Sesuai dengan masukan, saran dan pendapat yang berhasil dihimpun oleh

Komisi IV dari berbagai kegiatan pengkajian, terdapat beberapa
penyempurnaan yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO, sebagai berikut:

1) Penyempurnaan pada Judul Ranperda
Pada Judul Ranperda, digunakan nama ‘Sumbar SAKATO’ untuk
mengesankan ke-khasan daerah. Sumbar yang berarti Sumatera
Barat merupakan karakteristik kedaerahan yang menggambarkan
territorial Sumatera Barat. SAKATO merupakan sebagai filosofi
perwujudan sifat kegotongroyongan dan saling membantu dari
masyarakat Sumatera Barat.

2)  Penyempurnaan konsideran

a. Pada konsideran Menimbang,

Menambahkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai latar

belakang pembuatannya.

b. Pada konsieran Mengingat terdapat Penambahan beberapa
peraturan lainnya yang terkait dengan Ranperda Jamkes Sumbar
SAKATO dan juga pada penulisan dasar hukum, termasuk
lembaran Negara, harus ditulis lengkap. Beberapa penambahan
peraturan lainnya, yaitu :

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (6) tentang
Pemerintahan Daerah (Perubahan II, 18 Agustus 2000)

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dengan keterangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menjadi Undang-Undang.

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 dengan keterangan Lembaran Negara Rl Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967.



- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 dengan keterangan Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 dengan keterangan Lembaran Negara Rl Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072. ‘

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 dengan keterangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

- Melengkapi penulisan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 .
Tahun 2007 dengan keterangan Lembaran Negara RI! Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 473.

Mengganti penulisan kata ‘DAN’ dengan huruf besar menjadi

huruf kecil (‘dan’) pada kalimat, “...dengan persetujuan bersama;

antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

3) Penyempurnaan Bab. | tentang Ketentuan Umum.

Pada ketentuan umum, semula terdapat 24 item, bertambah 1
item sehingga menjadi 25 item, vaitu : dengan memunculkan
pengertian tentang: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
wilayah Sumatera Barat.

Dalam ketentuan umum, penyempurnaan redaksional dilakukan
pada ayat (8), menjadi: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan
Sumatera Barat Sakato (Jamkes Sumbar SAKATOQO) adalah cara
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan prinsip segera,
aman, kekeluargaan dan toleransi.

Dalam ketentuan umum, penyempurnaan ditakukan pada masing-
masing uraian dengan diakhiri dengan tanda baca titik

4) Penyempurnaan Bab |l tentang asas, tujuan, prinsip dan sasaran.

Pada Bab I, terdapat penyempurnaan dengan menambahkan
diktum sasaran pada kelompok Bab I, dan menjadikan bagian
tersendiri dalam Bab Il tersebut. _

Menambahkan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk
melengkapi tiga asas yang sebelumnya ada seperti kemanusiaan,
manfaat, dan keadilan social.



5) - Penyempurnaan Bab lil tentang Ruang Lingkup

6)

8)

Semula pada Bab Ill tentang ruang lingkup memuat tentang
sasaran dan kepesertaan, badan penyelenggara, pemberi
pelayanan kesehatan, iuran, pembiayaan, pembinaan dan
pengawasan, serta ketentuan sanksi. Setelah penyempurnaan
tentang ruang lingkup, redaksionalnya berubah menjadi: Ruang
lingkup penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, meliputi :

a. pengaturan terhadap upaya pemenuhan jaminan kesehatan
masyarakat;

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan

masyarakat.

Penyempurnaan Bab IV tentang Penyelenggaraan

Semula dalam ketentuan Bab IV tentang Penyelenggaraan
memuat pada bagian kesatu peserta dan kepesertaan, setelah
penyempurnaan pada bagian kesatu hanya memuat ketentuan
kepesertaan, sementara pada ayat (1) yang memuat sasaran
peserta dijadikan bagian tersendiri yang telah dikelompokan pada
Bab Il pada bagian ketiga.

Pada ketentuan bagian kedua Pasal 8 di Bab IV penyempurnaan
redaksional dilakukan pada huruf d, sehingga berbunyi: peserta
berhak mengajukan gugatan atas Bapel dan PPK apabila tidak
memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
apabila tidak memperoleh penyelesaian atas keluhan yang
diajukan melalui Pemerintah Daerah;

Penyempurnaan pada ketentuan Pasal 9 huruf b sehingga
menjadi: iuran sebagaimana dimaksud huruf a dibayar dengan
APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Penyempurnaan Bab Vil tentang Monitoring dan Evaluasi

Semula pada Bab VIl mengatur tentang ketentuan Pembinaan dan

Pengawasan, setelah penyempurnaan diganti menjadi istilah
monitoring dan evaluasi.

Penambahan Bab baru tentang Penyidikan.
Semula ketentuan tentang Penyidikan tidak terdapat pada draf
Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO, setelah dilakukan

penyempurnaan, ketentuan tentang Penyidikan ditetapkan dalam
Bab tersendiri.



9) Penyempurnaan Bab X tentang Sanksi
Semula ketentuan tentang sanksi hanya memuat sanksi yang bersifat
administrasi. Setelah penyempurnaan, ketentuan sanksi di bagi
menjadi dua bagian, bagian kesatu memuat sanksi administrasi dan
bagian kedua memuat sanksi pidana.

B. Kesimpulan

1. Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas maka Ranperda tentang
Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO sebagai Usul Prakarsa ini, diharapkan
dapat diteruskan dan dilanjutkan pada tingkat penetapan menjadi sebuah
Ranperda.

2. Beberapa perbaikan redaksional dan penambahan serta pengurangan Bab,
pasal dan ayat adalah dalam rangka agar penulisan dan penyusunan sesuai
dengan pedoman penyusunan sebuah produk hukum.

5. Penutup

Demikianlah hasil kajian, pembahasan dan pengayaan serta penyempurnaan
terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan
Kesehatan Sumbar SAKATO (JAMKES SUMBAR SAKATQ) yang dapat kami
sampaikan pada Rapat Gabungan Komisi ini dengan harapan tercapainya
persepsi yang sama terhadap prospek Ranperda ini kedepan.

Hasil kajian, pembahasan dan pengayaan serta penyempurnaan ini tentu
bukan merupakan hasil penyempurnaan yang final. Akan tetapi dapat saja
mengalami perubahan-perubahan untuk penyempurnaan yang lebih baik.



Padang, 24 Oktober 2011
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